
BUPATI KUTAI TIMUR 
-- --- -- 

PERATURAN BUPATI KUTA! TIMUR 
NOMOR 27 TAHUN 2010 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERA TURAN BUPA TI NOMOR 7 TAHUN 2010 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 

TENT ANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA 
DI KABUPATEN KUTA! TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

• 

• 

• 

• 

BUPATI KUTA! TIMUR, 

a bahwa adanya beberapa pasal dan lampiran dalam Peraturan Bupati 
Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan 
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur yang masih belum 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan dan perubahan atas 
beberapa pasal dan lampirannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
di atas, maka perlu dirubah dan diatur kembali beberapa pasal dan 
lampiran dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 

• • 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai 
Timur; 

l. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Baral, 
Kabupaten Kutai Timur dan Kola Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun !999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 
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Menetapkan • 

• 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

11 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Penyelenggaraan Pemerintaban Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintaban Desa; 

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi 
DanaDesa; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 

TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA 
DESA DI KABUPATEN KUTAl TIMUR. 

- 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam pasa1 dan lampiran Peraturan Bupati Kutai 
Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana 
Desa di Kabupaten Kutai Timur, diubah sebagai berikut: 
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l. Ketentuan Pasal 4 dimuatan ayat (I) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) 
ayat baru yakni ayat (Ia) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(I) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, 
akutanbilitas, parsipatif, efektif dan efisien, terarah, terkendali, serta 
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; 

(2) Pengelolaan keuangan desa I Alokasi Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember; 

(3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum, teknis dan administrasi sesuai dengan pedoman 
pengelolaan keuangan yang berlaku. 

2. Ketentuan .. P»sal 10 ayat ( 1) dan ayat (2) beberapa hurufnya diubah 
dan ditambah, sehingga Pasal IO berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara 
Alokasi Dana Desa Sekretariat Kabupaten dengan mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Bagian 
Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dan untuk persyaratan 
pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan Pertama dilampiri: 

a. Surat Penoohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan 
Pertama yang ditandatangani oleh Kepala Desa; 

b. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, 
BPD dan LPM Desa atas pelaksanaan pembangunan fisik 
100 % dari ADD tahun 2009 yang diketahui I ditanda tangani 
oleh RT dan Dusun lokasi pembangunan; 

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik 100% Tahun 2009; 

d. Laporan Hasil Fasilitasi dan Monitoring Tim Pendamping 
ADD Kecamatan; 

e. Dokurnen RPJMDesa dan RKPDesa; 

f. Berita Acara dan Daftar Hadir Pembahasan R-APBDesa Tahun 
Anggaran 2010; 

g. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 201 O; 

h. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaao APBDesa Tahun 
2010; 

i. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa dan 
BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa menjadi Perdes 
APBDesa, dengan lampiran Daftar Hadir Rapat Pembahasan 
Rancangan APBDesa; 

j. Keputusan BPD tentaog Pengesahan APBDesa Tahun 
Anggaran 20 IO; 
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......... 

k. Evaluasi dan Pertimbangan Camat atas APBDesa T.A. 201 O; 

I. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa; 

m. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa (PTPKD); 

n. Surat Pengesahan SPJ dari Sekretaris Desa; 

o. Surat Pengesahan SPPD dari Sekdes; 

p. Surat Pemyataao Tanggung Jawab atas Belanja Desa, 
kebenaran SPJ ADD dan Penggunaan ADD dari Kepala Desa 
dan Bendahara Desa; 

q. SPJ Triwulan Keempat, BKU, dan Buku Kas Harian; 

r. RKA ADD dan DPA ADD serta AKB ADD; 

s. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD BPD dan RPD ADD 
Lembaga Kemasyarakatan yang menerima dana ADD; 

t. SK Kepala Desa, SK Sekretaris Desa dan SK Perangkat Desa; 

u. SK Pengurus BPD, Perdes I SK Lembaga Kemasyarakatan, dan 
SK pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Desa; 

v. Pertimbangan Teknis I cheklist Tim Pendamping ADD 
Kecamatan; 

w. Laporan Pelaksaoaan ADD tahun 2009, dengan dilampiri bukti 
foto-foto fisik I kegiatan; 

x. Buku Bank dan NPWP Desa serta Bukti setor pajak I Buku 
Pajak; 

y. Laporan dan Buku Inventarisasi Barang, Aset dan Kekayaan 
Desa; 

z. Daftar Specimen Tanda Tangan dan Stempel Lembaga Desa; 

aa. SK Pengelola Barang, Aset dan Kekayaan Desa; 

bb. SK Panitia Barang dan Jasa I Pengadaan Pekerjaan; 

cc. SK Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa I Pemeriksa Pekerjaan; 

dd. Berita Acara Musrenbang desa I Berita Acara Pelaksanaan 
Musrenbang desa dan RKP Desa, dengan dilampiri Daftar 
Hadir· 

' 

ee. Berita Acara Musyawarah Bantuan Keuangan dan Bantuan 
Sosial, dengan Lampiran Daftar Hadir Rapat Pembahasan; 

ff. Berita Acara Belanja Hibah (kalau ada) dan SK BPD 
Persetujuan Belanja Hibah; 

gg. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; 

hh. Berita Acara Penyerahan Pembayaran ditandatangani oleh 
Kepala Desa dan Bendahara Desa; 

ii. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 
2009 oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; 
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jj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 
Anggaran Kepala Desa Tahun 2009; 

kk. Undangan dan Daftar Hadir Rapat Pembabasan LKPj I LPPD 
Tahun2009; 

II. Notulen dan Berita Acara Rapat Pembabasan LKPj Tahun 
2009 dan Berita Acara (BA) Penerimaan BPD atas LKPj Kades 
Tahun2009; 

mm. SK BPD Persetujuan/Penerimaan atas LKPj Tahun 2009; 

nn. BA Musdes Perencanaan Penggunaan ADD 2010 yang ditanda 
tangani oleh Kades, Sekdes, Kaur Pemdes, Ketua dan Anggota 
BPD, Ketua dan Anggota LPM, RT!Dusun/Adat/PKK/Tokob 
Masyarakat/dan pibak berkepentingan lainnya; 

oo. Notulen dan Daftar Hadir Musdes Perencanaan Penggunaan 
ADD TAbun 2010; 

pp. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa Tahun 2010 
dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 
2010; 

qq. Persetujuan BPD Penetapan RKP Desa Tahun 201 O; 

rr. SK Kades Penetapan Kegiatan Pembangunan Desa 2010; 

ss. Surat Persetujuan Camat atas Pencairan ADD Triwulan 
Pertama; 

tt. Surat Persetujuan BPD atas Pencairan ADD Triwulan Pertama 
yang clitanda tangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 
Anggota; 

uu. Persetujuan BPD dan LPM Desa atas Rencana Anggaran 
Belanja (RAB) dan Desain Gambar kegiatan fisik yang 
clitetapkan; 

vv. Untuk Kegiatan Pembangunan clilengkapi dengan SK Kepala 
Desa tentang Panitia Pelaksana Pembangunan, SK Kepala Desa 
tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan, Berita Acara 
Musyawarah Pembangunan Desa dilampiri daftar hadir, RAB I 
Gambar Rencana Pembangunan, SPK Pembangunan, Foto 
Fisik, dokumen kegiatan, dan persyaratan kontrak lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 

ww. Kegiatan Pembangunan Fisik tidak boleh dilaksanakan oleh 
Kepala Desa dan Aparat Kantor Desa dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

xx. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan 
SPJ ADD. 

(2) Untuk Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan selanjutnya, Kepala 
Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada 
Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur 
setelah diverfikasi Tim Pendamping ADD Kecamatan, yang 
dilampiri: 
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a. Surat Pennohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan 
Kedua yang ditandatangani oleh Kepala Desa; 

b. Surat Pengesahan SPJ ADD dari Sekretaris Desa; 

c. Surat Pengesahan SPPD dari Sekretaris Desa; 

d. Surat Pemyataan Tanggung Jawab atas Belanja Desa, SPJ 
ADD dan Penggunaan ADD dari Kepala Desa dan Bendahara 
Desa; 

e. Laporan penerimaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa 
Triwulan Pertama, dilampiri foto-foto kegiatan dan foto-foto 
fisik I barang dari belanja modal; 

f. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani 
oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ; 

g. Berita Acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh 
Kepala Desa dan Bendahara Desa ; 

h. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan sebelumnya; 

i. BKU bulan berjalan dan Bukti Setor Pajak (apabila ada); 

j. Realisasi perkembangan pembangunan fisik dan keuangan 
(RPFK) sebeluranya (apabila ada) dilampiri foto-foto fisik dan 
kegiatan; 

k. Laporan hasil fasilitasi I monitoring atas pelaksanaan ADD dari 
Tim Pendamping ADD Kecamatan; 

I. Pertimbangan Teknis I cheklis Tim Pendamping ADD 
Kecamatan atas fasilitasi monitoring pelaksanaan ADD dan 
verifikasi SPJ ADD; 

m. Surat Persetujuan Camat tentang Pencairan Alokasi Dana 
Desa; 

a. Surat Persetujuan dari BPD untuk peacairan ADD Triwulan 
selanjutnya yang ditanda tangani oleh Ketua, Wakil Ketua, 
Sekretaris, dan Aaggota; 

o. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, 
BPD, dan LPM Desa atas pelaksanaan pekerjaan fisik yang 
diketahui I ditanda tangani oleh RT dan Dusua lokasi 
pembanguaan (jika ada); 

p. Revisi APBDesa, Revisi RKA/DPA ADD dan AKB ADD 
apabila ada pergeseran penerimaan atau belanja desa dengan 
dilampiri Berita Acara Pembahasan Bersama dan persetujuan 
BPD dan diketahui Camat; 

q. Dan persyaratan lainnya yang diperlukaa sebagai bahan 
kelengkapan SPJ ADD sesuai dengan ketentuan peraturan yang 
berlaku. 

3. Ketentuan 'dalam Pasal 13 huruf a diubah, sebingga Pasal 13 
berbuayi sebagai berikut: 
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Pasal 13 

Prosentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut: 

a Untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh 
persen) dari total keseluruhan Alokasi Dana Perimbangan Desa ; 

b. Untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30°/o 
(tiga puluh persen). 

4. Ketentuanidalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 14 

Kegiatan-kegiatan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada pasal 13 huruf (a), yang dapat didanai dari Alokasi Dana 
Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut: 

.---, 
• 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

5. 

Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil. 

Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa 

Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. 

Perbaikan lingkungan dan pemukiman. 

Teknologi Tepat Guna. 

Perbaikan kesehatan dan pendidikan. 

Pengembangan sosial budaya. 

Dan sebagainya yang dianggap penting. 

Ketentuan dalam Pasal 15 diubah dan dihapus, sehingga Pasal 15 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

Kegiatan-kegiatan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, 
sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (b ), yang dapat didanai dari Alokasi 
Dana Perimbangan Desa diantaranya dialokasikan untuk hal-hal sesuai 
dengan kebutuhan desa. 

6. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 
berbunyi sebagai beikut: 

Pasal 19 

(1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apahila terjadi 
perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa; 

(2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam 
Peraturan Desa setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten; 
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(3) Dasar penyusunan perubahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat 
dilakukan apabila terjadi: 

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 
jenis belanja; 

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran 
(Si!PA) tahun sebelumnya hams digunakan dalaro tahun 
berjalan; 

c. Keadaan darurat; 

d. Keadaan luar biasa; 

(4) Perubahan APBDesa bersama Revisi RKA ADD dan DPA ADD 
hanya dapat dilakukan l ( satu) kali dalaro l ( satu) tahun anggaran, 
kecuali dalaro keadaan luar biasa; 

(5) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa dan Revisi 
RKA ADD dan DP A ADD adalah saroa dengan tata cara penetapan 
pelaksanaan APBDesa dan penetapan dokumeo RKA ADD dan DP A 
ADD. 

7. Bentuk-bentuk format laropiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 
32 sebagian diubah, sebagairoana tersebut dalam Laropiran 
Perubahan Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peratuan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Februari 
2010. 

Agar setiap orang roengetahuinya, roemerintahkan peogundangan 
Peraturan ini dengan peneropatannya dalaro Serita Daerah Kabupaten 
Kutai Timur. 

kan di Sangatta 
pada gal 14 Juli 2010 

BUPATI TAI TIMUR, 

H. NOOR 
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DAFfAR LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR 9 T AHUN 2007 TENT ANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA 
QI KABUPATEN KUTAI TIMUR 

• •  

1. Lampiran V 

2. Lampiran X 

3. Lampiran XV 

: Buku Kas Umum 

: · KOPBPD 

: RKAADD 

4. Lampiran XVI : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa 

5. Lampiran XVII : Tahapae-Pengambilan Dana ADD Anggaran Kas Belanja (AKB) 

6. Lampiran XVIII : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KUTA! TIMUR 

NOMOR : 27 TAHUN 2010 

TANGGAL : I I  JULI2010 

BUKU KAS UMUM 

I>:E:�.t\. ···••····•·············· 1(1:{:;�'J'� ·································· 
T AHUN ANGGARAN ....• 

NO. TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN 
(Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 

� 

Jumlah bulan I tanggal 
Jumlah sampai bulan lalu I tanggal 
Jumlah semua std bulan I tanggal 

''  

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Padahari ini tanggal Bulan Tahun . 
Oleh karoi didapat dalam kas Rp ( . 
Terdiri dari : 

Dengan huruf) 

Tunai 
SaldoBank 
Surat Berharga 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA, 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , tan.ggal . 

BENDAHARA DESA, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

•  

•  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

UTAITIMUR, 

• ISRAN NOOR 
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KUTA! TIMUR 

NOMOR : 27 TAHUN 2010 

TANGGAL : 14 JUU 2010 

KOPBPD 

................................... 2010 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

. 

• 

• 

• 

: Surat Persetujuan Pencairan Alokasi 
Dana Desa Tahun 2010 Triwulan .... 
Desa Kecamatay . 

' 

K e p a d a  
Yth. Bapak Bupati Kutai Timur 

C.q. Kepala BAPEMAS & PEMDFS 
di 

SANGATTA 

Berdasarkan hasil pengawasan atas Belanja Desa dari penggunaan dana Alokasi Dana Desa 
(ADD) triwulan ( ) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. . ( 
........................... ) oleh Pemerintah Desa Kecamatan sudah sesuai 
dengan ketentuan dan ketetapan dalam rencana belanja desa pada dokumen APBDesa Tahun 
2010, dokumen RKA Ann / DPA ADD dan AKB ADD Tahun 2010, dengan rincian nilai 
pertanggungjawaban ADD Triwulan .... ( ... ) sebagai berikut: 

Belanja Aparatur dan Operasional Pemdes 
Belanja Pemberdayaan Masyarakat 
Total ADD Triwulan ..... ( ... ) 

= Rp . 
= Rp . 
= Rp . 

Bersama ini kami memberikan persetujuan untuk Pencairan dana ADD Triwulan ( ) 
Tahun 2010, Desa ,;: Kecamatan dengan perincian sebagai berikut: 

Belanja Aparatur dan Operasional Pemdes 
Belanja Pemberdayaan Masyarakat 
Total ADD Triwulan ..... ( ..... ) 

= Rp . 
= Rp . 
= Rp . 

Demikian Surat Persetujuan ini kami berikan sebagai bahan kelengkapan pencairan ADD dan 
untuk dilaksanakan 51ll,agaimana mestinya. 

Ditandatangi Bersama Oleh: 

KETUA BPD .... W AKlL KETUA BPD .... 

Anggota BPD .... 

SEKRETARIS BPD .... 

Tembusan Yth ; 
1. Bapak Wakil Bupati Kutai Timur (sebagai Laporan); 
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Sebagai Laporan) 
3. Kepala ITWILKAB Kutai Timur di Sangatta 
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutai Timur di Sangatta 

TAiTIMUR, 

H. ISRAN NOOR 



-·, -- 

LAMPIRAN XI/ PERATURAN BUPATI KUTA! TIMUR 

NOMOR : 27 TAHUN 2010 
TANGGAL : 14 JULI 2010 

-- 

PEMERINT�ATEN Kl1TAI TIMUR 

RKA 
' , 

ADD 
·n- 

RENCANA.KERJA DAN ANGGARAN 
. 

KODEOESA \!NITKERJA TAHUN 

DESA • • • • • • •  2010 ••••• •• 

KECAWrAN •••••••••••••••••••• 

K.§_GIATAN 

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 

= ' 
' Sa,aran 

' Jumlah 0 · Pen.des 
' 
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LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI KUT AI TIMUR 
NOMOR : 27 TAHUN 2010 
TANGGAL : 1 1  JULI 2010 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DESA KECAMAT� . 

TAHUN ANGGARAN 

KODE URA�N TAHUN TAHUN KET REKENING SEBELUMNYA BERJALAN 
1 PENDAPATAN 

1.1 Pendanatan Asli Desa 
I.I.I Hasil usaha Desa 
I . I . I . I  Hasil Usaha Lumbun Desa (BUMDesa) 
1.1 .1 .2 Hasil Usaha Konerasi \l' 

" 1 .1 .1 .3 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.1.2 Hasil Pen elolaan Kekavaan Desa 
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 
1.1.2. l .O I Hasil Sewa I Pe�an Tanah Kas Desa 
1.1.2. I .02 Hasil Sewa Titisara Pel� ) 
1.1.2.1.03 Hasil Sewa Titisara Perkebunan 
1.1 .2.1 .04 Hasil Sewa Tanah I 

1.1.2.1.05 Hasil Sewa Tanah untuk Lahan Parkir 
1.1.2.1.06 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.1.2.2 PasarDesa ' ' ' 

1.1.2.2.01 Hasil Sewa I Kontrak Pasar Desa 
1.1.2.2.02 Hasil Pun__E!J_tan Pasar Desa 

Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.1.2.3 Pasarhewan 
1.1.2.3.01 Hasil sewa temnat 
1.1.2.3.02 Hasil Pun� Pasar Hewan 
1.1.2.3.03 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 1.1.2.4 Tambatan Perahu 
1.1.2.4.0 I Hasil sewa temnat 
1.1.2.4.02 Hasil Pun tan Desa " ' 

' 

1.1.2.4.03 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  1.1.2.5 Ban anDesa 
1.1.2.5.01 Hasil Sewa Gedun Pertemuan 
1.1.2.5.02 Hasil Sewa Perlengkapan \wlgunan 

< Kursi,Meia, Tenda dll.) ' 

1.1.2.5.03 Hasil Sewa sara nrasarana ban nan olah 
1.1.2.5.04 Hasil Sewa Gedun BuluTan • s 
I. I .2.5.05 Hasil Sewa Gedun Futsal 

1.1.2.5.06 Hasil Sewa Gedun Basket 
1.1.2.5.07 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,.L\:; • • • • • • • •  

1.1.2.6 Pelelan Ikan van dikelola Desa 
1.1.2.6.01 Hasil Sewa Temoat 

1.1.2.6.02 Hasil Pun tan Desa  
Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

'I'  ',,, . 

1.1.2.7 Lain - lain Kekavaan Milik Desa 
1.1.2.7.01 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



.. 

1.1.2.8 Obvek Rekreasi I Wisata Milik Desa 
1.1.2.8.01 Hasil Peniualan karcis 
1.1.2.8.02 Hasil Pun tan P  an  
1.1.2.8.03 Basil sewa kios 
1.1.2.8.04 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.1.3 Basil swadava dan nartisi • 

I 

1 . 1 .3.1  Swadava dalam bentuk nan 
1.1.3.2 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.1.4 Basil Ooton Rovon 

1.1.4.l Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

·\ 
.. 

1.1.5 Lain -lain Pendapatan Asli Desa van sab 

1 . 1 .5 . 1  dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.2 B · Hasil Paiak 
1.2.1 Ba · Hasil Pajak Kabunaten 
1.2.2 Ba . Basil PBB \ . 

1.2.3 Alokasi Dana Kbusus ADK) 
1.2.4 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-,  

1.3 B · H"sil Retribusi 
1.3.1 B · Hasil Retribusi Pelabuhan dari Kabu ten 
1.3.2 Ba · Hasil Kavu dari Kab�ten 
1.3.3 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat 
danDaerah 

1.4.1 Alokasi Dana Desa 
1.4.2 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . .  

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, 
Kabu aten,I Kota dan Desa dll 

1.5. l Bantuan Kenan Pemerintah Pusat 

1.5.1.1 Tu Pembantuan Bidan Pertanian 
1.5.1.2 Pro PNPMMP 
1.5.1.3 Dst 

- 1.5.2 Bantuan Keuan Pemerintah Pro insi 
1.5.2. l Pemban an Perumahan Adat Te ncil 
1.5.2.2 Peni�tan Kineria A s Pemerintah Desa 
1.5.2.3 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.5.3 Bantuan Keuan Pemerintah Kab�n/Kota 
1.5.3.1 Tunjangan Penghasilan tetap Kepala Desa dan 

oeran Desa 
1.5.3.2 Penin tan kanasitas k.im-inan K ala Desa 
1.5.3.3 Bantuan Operasional RT 
1.5.3.4 Bantuan I rasional Dusun 
1.5.3.5 Bantuan uang puma tugas Kepala Desa dan 

Peran kat Desa 
1.5.3.6 Bantuan Tunjangn Perbaikan Penghasilan Kades 

dan Peran t Desa (TPP) -,v 
1.5.3.7 Bantuan Sosial Lemba a Adat 
1.5.3.8 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.6 Hi bah 
1.6.l. Hibah dari Pemerintah Pnsat 
1.6.2 Hibah dari Pemerintah • • 

IDSl 

1.6.3 Hibah dari Pemerintah K� 
1.6.4 Bibah dari Badan /Lemb a/ isasi/Swasta 
1.6.5 Hibah dari kelompok arakat/peroran an 
1.6.6 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



1.7 Sumban an Pihak Keti 
1.7.1 Sum ban dari 

. 

1.7.2 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

JUMLAH PENDAPATAN 
.. 

2. BELANJA 
' 

2.1 Belania Lan sun 

2.1.1 Belania Pe awai I Honorarium 
2.1.1.1 Honorarium tim I Panitia 
2.1.1.1.01 Honorarium Panitia Pelaksana Ke iatan 
2.l.l.l.02 Honorarium Panitia Pemban nan 
2.1.1.1.03 Honorarium Tim Pen 

. 

'Baran daniasa 
2.1.1.1.04 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.1 .2 Uana Lembur 
2.1.1.2.01 Uan lembur Anarat Kantor Desa 
2.1.1.2.02 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

' I �  ,1 . 

2.1.1.3 Belania Pelatihan /Kursus I Bimtek/ Sosialisasi 
2.1.1.3.01 Biava kursus, Pelatihan 
2.1.1.3.02 Biava Sosialisasi 
2.1.1.3.03 Biava bimbi� Teknis 

. 

2.1.1.3.04 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � · · · · · · · · · · · · · ·  
•  

2.1.2 Belanla Baran danJasa 
2.1.2.1 Belania Perialanan Dinas 
2.1.2.1.01 Perialanan Dinas ke Kecamatan 
2.1.2.1.02 Pe · alanan Dinas ke Kabuoaten 
2.1.2.1.03 Perialanan Dinas ke Propinsi. 
2.1.2.1.04 Perialalan Dinas Luar Pronihsi 

Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.2.2 Belania I Material 
2.1.2.2.01 Belania bahan baku ban unan 
2.1.2.2.02 Belania bahan I bibit tan 
2.1.2.2.03 Belania bibit Ternak 
2.1.2.2.04 Belania bahan obat - obatan 
2.1.2.2.05 Belania bahan kimia 
2.1.2.2.06 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  

2.1.2.3 Belania Bahan Pakai habi . ' 

2.1.2.3.01 Belania Alat Tulis Kantor 
2.1.2.3.02 Belanja alat listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, 

Baterai Kerin • ) 
2.1.2.3.03 Belania oeranJ!!o,materai, dan benda pos lainnva 
2.1.2.3.04 Belania Peralatan kebersihan dan bahan oembersih 
2.1.2.3.05  Belania BBM I Gas ' 
2.1.2.3.06 Belania oenzisian Tabun Gas 
2.1.2.3.07 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.2.4 Belania Jasa Kantor 
2.1.2.4.01 Belania telenon 
2.1.2.4.02 Belaniaair l 

2.1.2.4.03 Belania listrik 
2.1.2.4.04 Belania Surat kabar I maialah 
2.1.2.4.05 Belania kawat I faksimil/ internet 
2.1.2.4.06  Belania et • • 

Inman-· 

2.1.2.4.07 Belania sertiftkasi 
2.1.2.4.08  Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



2.1 .. 2.5 Belania Pre111i Asuransi 
2.1.2.5.01 Belania nremi asuransi kesehatan a tur desa 
2.1.2.5.02 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.2.6 Belania Perawatan Kendaraan bermotor 
2.1.2.6.01 Belania iasa service 
2.1.2.6.02 Belania oen tian suku an 
2.1.2.6.03 Belania BBM r Pelumas I 011 
2.12.6.04 Belania iasa KTR 
2.1.2.6.05 Belania STNK 
2.1.2.6.06 Be Jania • SIM an 
2.1.2.6.07 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

�. 

2.1.2.7 Belania Cetak dan Pen daan 
2.1.2.7.01 Belania Cetak 
2.1.2.7.02 BelaniaPen andaan 
2.1.2.7.03 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.2.8 Belania Sewa Rumah I G�GudanJlfl'_arkir 
2.1.2.8.01 Belania sewa rumah iabatan I dinas 
2.1.2.8.02 Belania sewa kantor I edun 
'2.1.2.8.03 Belania sewa t r oertemuan 
2.1.2.8.03 Belania sewa temnat kantor 

Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  • . . . . . . . . . • . • .  

2.1.2.9 Belania sewa sarana mobilitas 
2.1.2.9.01 Be(ania sewa sarana mobilitas darat 
2.1.2.9.02 Belania sewa sarana mobilitas air 
2.1.2.9.03 I>st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"  

2.1.2.10 Belania sewa alat berat • 

2.1.2.10.01 Belania sewa eskavator 
2.1.2.10.02 Belania sewa boldozer 
2.1.2.10.03 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.2.11 Belania sewa nerlen �an an ralatan kantor 
2.1.2.11.0 I Belania sewa meia kursi 
2.1.2.11.02 Belania sewa tenda 
2.1.2.11.03 Belania sewa enerator 
2.l.2.11.04 Belania sewa � adat I tradisional 
2.1.2.11.05 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I  .• 

2.1.2.12 Belania maka dan minum 
2.1.2.12.01 Belania makan dan minum harian 
2.1.2.12.02 Belania makan dan minum rapat 

2.1.2.12.03 Belania makan dan minum tamu 
2.1.2.12.04 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•  

2.1.2.13 Belania Pakaian Dinas dan Atribut 
2.1.2.13.01 Belania�ian dinas harian 
2.1.2.13.02 Belania pakaian dinas u 
2.1.2.13.03 Belania pakaian dinas la 
2.1.2.13.04 Belania • 

ian batik 

2.1.2.13.05 Belania • ian adat tradisjonal 
2.1.2.13.06 Belania • ian olah ra a 
2.1.2.13.07 Dst .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



• 

• 

2.1.3 Belania Modal 
2.1.3.1 Belania modal oen daan tabah 
2.1.3.1.01 Belania modal nen adaan tanah kantor 
2.1.3.1.02 Belania modal nen adaan tanah kas desa 
2.1.3.1.03 Belania modal oen adaan tanah sarana kesehatan 
2.l.3.1.04 Belania modal n adaan tanah sarana didikan 
2.1.3.1.05 Belanja modal pengadaan li'l!ah sarana prasarana 

um um 
2.1.3.1.06 Belanja modal pengadaan tanah sarana prasarana 

sosial 
2.1.3.1.07 Belania modal penzadaan tanah sarana ibadah 
2.1.3.1.08 Belania modal oen • tanah rumahan 
2.1.3.1.09 Belania modal adaan .ah pertanian 
2.1.3.1.10 Belania modal daan tanah kebunan 
2.1.3.1.11 Belania modal pen� tanah nerikanan 
2.1.3.1.12 Belania modal pen tadaan tanah peternakan 
2.1.3.1.13 Belanja modal pengadaan tanah perkampungan I 

mukiman . 

2.1.3.1.14 Belanja modal pengadaan tjpah pergudangan I 
temoat penimbunan 

� 2.1.3.1.15 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.2 Belania modal Pe daanJa • 

2.1.3.2.01 Pen�aan iarin instalasi listrik Desa 

2.1.3.2.02 Pen daan iarin an instalasl Telepon Desa 
2.1.3.2.03 Pen adaan iarin instalasi Air Bersih Desa 
2.1.3.2.04 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.3 Belania modal Pe adaan alat - alat Berat 
2.1.3.3.01 

�:1'.1'.'.��-���- ��- .. �-��� ��- ���- . . . . . . .  2.1.3.3.02 

2.1.3.4 Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor 
2.1.3.4.01 Belanja modal pengadaan kendaraan darat roda emnat I mobil 
2.1.3.4.02 Belanja modal pengadaan kendaraat darat roda dua 

.- I seoeda motor 
2.1.3.4.03 Belania modal n daan kendaraan darat roda ti 
2.1.3.4.04 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.S Belanja Modal Pengad� AJat angkutan darat tidak bermotor 
2.1.3 .5,0 I Belania modal n daan erobak 
2.1.3.5.02 Belania modal n daan becak 
2.1.3.5.03 Belania modal pe� se • 

2.1.3.5.04 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I  \T I 

2.1.3.6 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan di Air bermotor 
2.1.3.6.01 Belania modal� kanal motor 
2.1.3.6.02 Belania modal n daan s , boat 
2.1.3.6.03 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

,-, . 
-· 

2.1.3.7 Belanja modal Peagadaan Alat Angkutan di Air tidak Bermotor 
2.1.3.7.01 Belania modal penzadaan rahu I samoan 
2.1.3.7.02 Belania modal � p_erahu karet 
2.1.3.7.03 l)st ·· · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  



2.1.3.8 Belania Modal Pen adaan Alat - alat Ben kel 
2.1.38.01 \ '  Belania modal oen adaan alat las 
2.1.3.8.02 Belania modal ""D adaan mesin bubut 
2.1.3.8.03 Belania modal ""D_g_a<laan mesin don krak 

2.1.3.8.04 Belania modal oen komnresor 
2.1.3.8.05 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•  1  1  '  

2.1.3.9 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 
Pertanian I Petemakan 

2.1.3.9.01 Belanja modal pengadaan penggilingan hasil 
nertanian 

� 

alat oenb erin ab 2.1.3.9.02 Belania modal nen 
2.1.3.9.03 Belania modal penaadaan sin baiak 
2.1.3.9.04 Belania modal n adaan alat en etas 
2.1.3.9.05 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.10 Belan;a Modal Pe adaan Peralatan Kantor 
2.1.3.10.01 Belania modal n aan mesin tik 
2.1.3.10.02 Belania modal oen daan JII!lsin bitun 
2.1.3.10.03 Belania modal n aan mesin stensil 
2.1.3.10.04 Belania modal n adaan mesin to CO.£l:'. 

' 2.1.3.10.05 Belania modal -� mesin cetak 
2.1.3.10.06 Belania modal n mesin iilid 
2.1.3.10.07 Belania modal aan mesin ooton kertas 
2.1.3.10.08 Belania modal oen adaan ' t  oemadam kebakaran 
2.1.3.10.09 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan 
Kantor 

2.1.3.11.01 Belania modal n aan --f.:!a I kursi I bar 
2.1.3.11.02 Belania modal oen adaan lmari 

2.1.3.11.03 Belania modal laan brankas 
2.1.3.11.04 Belania modal oe� fillin kabinet 
2.1.3.11.05 Belania modal oe� White board 
2.1.3.11.06 Belania modal ""D · nama kantor 
2.1.3.11.07 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.12 Belanta Modal Pe adaan Komnuter 
2.1.3.12.01 Belania modal Pen daan komouter 
2.1.3.12.02 Belania modal 

. 

note book / laoton 
2.1.3.12.03 Belania modal -, 

printer 

2.1.3.12.04 Belania modal oen aan er 

2.1.3.12.05 Belania modal oen adaan minitor I disnlav 
2.1.3.12.06 Belania modal pen aan CPU 
2.1.3.12.07 Belania modal oen adaan UPS I stabilizer 
2.1.3.12.08 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 

{ mouse., hardisk, dll) 
2.1.3.12.09 Belanja modal pengadaao #falatao jaringan 

komnuter · 

2.1.3.12.10 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.13 Belania Modal Pen adaao Mebeulair 
2.1.3.13.01 Belania modal ""D 

- meia keria 
2.1.3.13.02 Belania modal een adaan 

. \ . .  

a ranat 
2.1.3.13.03 Belania modal ""D adaan meia makan 
2.1.3.13.04 Belan • modal oen adaao kursi keria 
2.1.3.13.05 Belania modal 

-t- kursi at 
Belania modal oen -t- kursimakan 2.1.3.13.06 

2.1.3.13.07 Belania modal �nat tidur 
2.1.3.13.08 Belania modal oen a 
2.1.3.13.09 Belania modal ""D adaan rak buku nv /kemban 
2.1.3.13.10 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



' ' 
' 

• 

2.1.3.14 Belan ·a Modal Pen adaaa' Peralatan Danur 
2.1.3.14.01 Belania modal oen adaan tabun as 
2.1.3.14.02 Belania modal oen adaan komoor 
2.1.3.14.03 Belania modal n adaan lemari makan 
2.1.3.14.04 Belania modal n aan dis nser 
2.1.3.14.05 Belania modal oen adaan 
2.1.3.14.06 Belania modal n adaan • • inn 
2.1.3.14.07 Belanja modal pengadaan 

nirin elas/sendok/ u/eisau/dll 
2.1.3.14.08 Belania modal oen adaan tabun.£!!9ua 
2.1.3.14.09 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

, ,  

2.1.3.15 Belanja Modal Pengadaan Pengbias Ruangan 
Kantor 

2.1.3.15.01 Belania modal oen adaan lamou bias 
2.1.3.15.02 Belania modal n adaao iam dindio 
2.1.3.15.03 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

'  

2.1.3.16 Delao· a Modal Pen adaan Alat -Alat Studio 
2.1.3.16.0l Belania modal� kamera 
2.1.3. I 6.02 Belania modal n adaan handvcam 
2.1.3.16.03 Belania modal� Provektor /LCD 
2.1.3.16.04 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

I  

2.1.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat 
Komnnikasi 

2.1.3.17.01 Belania modal oe� telephone kantro 

2.1.3.17.02 Belania modal oen faximile 

2.1.3.17.03 Belania modal �io SSB 
2.1.3.17.04 Belania modal aan radio /HT 
2.1.3.17.05 Belania modal n TV 

2.1.3.17.06 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.18 Belaa•a Modal Pe daan Alat- Alat Uknr 
2.1.3.18.01 Belania modal • ban aan 

2.1.3.18.02 Belania modal n adaan alat GPS 
2.1.3.18.03 Belanja modal pengadaan kompas I peralatan 

• 

navi asr 

.- 2.1.3.18.04 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.19. Belan'a Modal Pen adq ,Kontruksi Jalaa 
2.1.3.19.01 Belanja modal pengadaan 

mban an/ eliharaan ialan 
2.1.3.19.02 Belanja modal pengadaan 

oemban an/nemeliharaan fin un 
2.1.3.19.03 Belania modal oron - oron 
2.1.3.19.04 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \,,: . . . . . . . . . . . . . . .  

•• 

2.1.3.20 Belan•a Modal Pe adaan Kontruksi Jembatan 
2.1.3.20.01 Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan 

an tun 

2.1.3.20.02 Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan 
nton 1 l · 

2.1.3.20.03 Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan 
Ii 

2.1.3.20.04 Belanja modal pengadaan kontruksi jembatan atas 
• arr 

2.1.3.20.01 cl.st· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  



. 
. 

• 

2.1.3.21 Belania Modal Pen�aan Kontruksi Jarin Air 
2.1.3.21.01 Belania modal nen adaan lwntruksi bendunzan 
2.1.3.21.02 Belania modal oen adaan kontruksi waduk 
2.1.3.21.03 Belania modal oen • kontruksi iarin an iri asi 
2.1.3.21.04 Belanja modal pengadaan kontruksi jaringan air 

bersih 
2.1.3.21.05 Belania modal rensadaan Btruksi intu air 
2.1.3.21.06 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.3.22 Belanja Modal pengadaan lampu penerangan 
Ialan desa 

2.1.3.22.01 Belanja modal pengadaan Ji4rilerangan fasilitas 
umum lainn a 

2. I .3.22.02 Belanja modal pengadaan lampu penerangan 
fasilitas umum lainva 

2.1.3.22.03 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-�. 

2.1.3.23 Belanja Modal pengadaan bangunan gedung I 
kantor 

2.1.3.23.01 Belanja modal pengesahan bangunan 
edun tor 

.. 2.1.3.23.02 Belania modal n daan ban an rumah dinas 
2.1.3.23.03 Belania modal n aan �an dan 

2.1.3.23.04 Belanja modal pengadaan bangunan 
tu monument ura/hatas desa 

2.1.3.23.05 Belania modal n adaan ban an sarana sosial 
2.1.3.23.06 Belanja modal pengadaan bangunan sarana 

kea aan 
2.1.3.23.07 Belania modal�adaan �asarana umum 
2.1.3.23.08 Belania modal daan sarana kesehatao 
2.1.3.23.09 Belania modal oen da sarana pendidikan 
2.1.3.23.10 Belanja modal pengadaan/pemeliharaan sarana 

nrasarana air bersih 
2.1.3.23.11 Belania modal nen aan sarana perhubun 

2.1.3.23.12 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 2.1.3.24 Belania Modal Pe adaan Buku I Ke ustakaan 
2.1.3.24.01 Belania modal penaadaan buku - buku kepustakaan 
2.1.3.24.02 Belanja modal pengadaan � peraturan 

nerundanz - undan · 
2.1.3.24.03 Belania modal oen . aan buku naskah 
2.1.3.24.04 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.2.25 Belanja Modal Pengad� lJarang Bercorak 
Seni dan Budava 

2.1.2.25.01 Belania modal oen daan lukisan I foto 
2.1.2.25.02 Belania modal ne�aan natunz 
2.1.2.25.03 Belania modal nen · ukiran 

2.1.2.25.04 Belania modal • . atao 
2.1.2.25.05 Belania modal nen�aan alam 
2.1.2.25.06 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1.2.26 Belanja Modal Pengadaan hewan 
ternak/tanaman 

2.1.2.26.01 Belania Modal Pen� ternak 
2.1.2.26.02 Belania Modal Pen adaan taoaman 
2.1.2.26.03 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



• 

• • 
. 

. 

2.2 BELAN.JA 'l'IDAK LANGSUNG 

2.2.1 Belania awai I Pen bullan teta 

2.2.1. l Gaii dan tunian 
2.2.1.1.01 Tunian ,ne�asilan 
2.2.1.1.02 Tunian Jabatan 
2.2.1.1.03 Tunian fun ional 
2.2.1.1.04 Uan dukan wafat I tewas- •1 

2.2.1.1.05 Uanz iasa n abdian I ouma tu s 2.2.1.1.06 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.2. I .2 Tunian� Tambahan Pe�lan 
2.2.1.2.01 Tambahan �asilan beban k ia 
2.2.1.2.02 Tambahan pen asilan te at bertu as 2.2.1.2.03 Tambahan pel!S!!asilan berdasarkan nrestasi keria 
2.2.1.2.04 Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

2.2.1.3 Belania Penerimaan Lainn a 
2.2.1.3.01 Belania uni an 0 ional BPD 
2.2.1.3.02 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ '. ' . � - - - · · · · · · · · · · · ·  

2.2.3 Belania Hibah 
2.2.3.1 dst . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

-  

�  

2.2.4 Belania Bantuan Sosial 
. idikan Anak U sia Dini 2.2.4.1 Belanja bantuan sosial Pe 

(PAUD) 
2.2.4.2 Belania bantuan sosial Fakir Miskin 
2.2.4.3 Belania bantuan sosial Y atim Piatu 
2.2.4.4 Belania bantuan sosial Or isasi Ke .. arakatan 
2.2.4.5 Belania bantuan sosial o�jsasi ke 
2.2.4.6 Belania bantuan sosial ke I taob kemasvarakatao 
2.2.4.7 Belania bantuan sosial ke amaan 2.2.4.8 Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  -  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·· 

2.2.5 Belania Bantuan Keuan 
2.2.5.1 Belanja bantuan keuangan R,perasional Lembaga 

kemasvarakatan desa dan 13PD 
2.2.5.1.01 Belania bantuan keuan k adaRT 2.2.5.1.02 Belania bantuan keuan_gan kenada dusun 

-- 2.2.5. I .03 Belania bantnan keuan ke da PKK 
2.2.5.1.04 Belania bantnan keuan� Adat Desa 
2.2.5. I .05 Belania bantuan keuan , ' M Desa 
2.2.5.1.06 Belania bantuan keuan aran taruna 2.2.5. I .07 Belania bantnan keuan BPD 

2.2.5.2 Belanja bantuan keuangan pelaksanaan 
Pilkades/Pemiliban BPD 

2.2.5.3 Belanja bantuan keuangan �lantikan Kepala Desa 
danBPD 

2.2.5.4 Bel ia bantuan keuan�erasional Linmas 2.2.5.5 Belanja bantuan keuangan Musyawarab 
Pemerintaban Desa 

2.2.5.6 Belanja bantuan keuangan pelaksanaan Lomba 
Desa , . .  

2.2.5.7 Belanja bantuan keuangan Penilaian Kades 
Berprestasi 

2.2.5.8 Belanja bantuan keuangan Bulan Bakti Gotoog 
Rovon masvarakat 

. .  2.2.5.9 Belanja bantuan keuangan Kelompok usaha 
masvarakat Desa 

2.2.5.10 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



. 

' 2.2.6 Belania Tak Terdu a 
2.2.6.1 Keadaan Sarurat 
2.2.6.2 Bencana Alam 
2.2.6.3 Penanganan keamanan dan ketertiban 
2.2.6.4 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

JUMLAH BELANJA 

3 PEMBIAYAAN 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 

3.1.l Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 
3.1.2 Hasil Penjualan kekayaan itesa yang dipisahkan 
3.1.3 Penerimaan Piniaman Desa • 

3.1.4 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.5 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

JUMLAH PENE� • t1V /'EMBIAYAAN 

3.2 Pen eluaran Pembiayaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penvertaan Modal Desa 
3.2.3 Pembavaran Utan /nokokutan 
3.2.4 Pemberian niniaman ' ' 

3.2.5 dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

' ' . 

BUPATI 


